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PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat
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L.

BUPATI KUTAI BARAT,

. a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi,

efektifitas, transparansi, akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan di
masyarakat, perlu ditetapkan standar pelayanan
perizinan; _

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan

- Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Undang - Undang Nomor 47 tahun 1999 Tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2000
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47
Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai
Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3962);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antera Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438};

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724}

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun. 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5038};



Menetapkan ;
KESATU

KEDUA

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daecrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2018 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik .Indonesia
Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 Tentang Penyelenggaraan Pclayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun
.2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Barat Nomor 183).

MEMUTUSKAN;

Standar Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini;

Standar Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu sebagaimana dimaksud pada dikturn Kesatu
dijadikan pedoman untuk memberikan kepastian,
meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan kepada
masyarakat;
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KETIGA :  Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 30 April 2020

Tembusan disampaikan kepada Yth: 2 '

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat di- Sendawar

2. Inspektur Dacrah Kab. Kutai Barat di - Sendewar

3 Kepala BFAP Kab. Kutai Barat di- fendewgr
4. Kopala Badan Keuangan Dan Asat paﬁrqh Kab. Kutai Rarat di-
Sendawar

5 Musing-masing yang hﬂmnslfutﬂﬂ
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